
 

 
BUPATI SERANG 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG 

NOMOR 11 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH                       

KABUPATEN SERANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERANG, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Serang. 

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali 
Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

5.  Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten 
Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 

Nomor 05); 

6.  Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi            

Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 
Tahun 2016 Nomor 10); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG 

DAN 

BUPATI SERANG 
MEMUTUSKAN : ………… 

SALINAN 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG 
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN SERANG 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Serang; 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Serang; 

3. Bupati adalah Bupati Serang; 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang; 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang; 

6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat 
Daerah Kabupaten Serang; 

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Serang; 

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Serang; 

9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjunya disingkat 

Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Serang; 

10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Serang. 

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenganan Daerah. 

12. Urusan Pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban 
dan hak setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur 

dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam 
rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan 
masyarakat.  

13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Serang. 

14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Serang. 

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu. 

16. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana Teknis Badan yang 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu; 

BAB II 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan 

sebagai berikut : 

a. Sekretariat …….. 
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a. Sekretariat Daerah Kabupaten Serang merupakan Sekretariat Daerah tipe A; 

b. Sekretariat DPRD Kabupaten Serang merupakan Sekretariat DPRD tipe A; 

c. Inspektorat Daerah Kabupaten Serang merupakan Inspektorat Daerah tipe A; 

d. Dinas Daerah Kabupaten Serang, terdiri dari : 

1. Dinas Kesehatan tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
Kesehatan; 

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan; 

3. Dinas Sosial tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 

4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi; 

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

6. Dinas Perhubungan tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

Perhubungan; 

7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tipe A melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, 
bidang Perdagangan, dan bidang Perindustrian;  

8. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata tipe B melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan bidang Pariwisata; 

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tipe A melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

10. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan 

Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak; 

11. Dinas Lingkungan Hidup tipe A melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang Lingkungan Hidup; 

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal; 

13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan tipe B 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman serta sub urusan pemerintahan tata bangunan; 

14. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 

15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang 
Pertanahan; 

16. Dinas Pertanian tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

Pertanian; 

17. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A, melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang Pangan dan Perikanan; 

18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tipe C, melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. 

e. Badan Daerah terdiri dari : 

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A melaksanakan fungsi 

penunjang, perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian, dan 
pengembangan; 

2. Badan ….. 
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2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, 
melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang 
pendidikan dan pelatihan; 

3. Badan Pengelolaan Pajak Daerah tipe A, melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang Keuangan; 

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan 

fungsi penunjang bidang Keuangan; 

f. Kecamatan terdiri dari : 

1.  Kecamatan Kramatwatu tipe A; 

2.  Kecamatan Waringin Kurung tipe A; 

3.  Kecamatan Bojonegara tipe A; 

4.  Kecamatan Pulo Ampel tipe A; 

5.  Kecamatan Ciruas tipe A; 

6.  Kecamatan Kragilan tipe A; 

7.  Kecamatan Pontang tipe A; 

8.  Kecamatan Tirtayasa tipe A; 

9.  Kecamatan Tanara tipe A; 

10. Kecamatan Cikande tipe A; 

11. Kecamatan Kibin tipe A; 

12. Kecamatan Carenang tipe A; 

13. Kecamatan Binuang tipe A; 

14. Kecamatan Petir tipe A; 

15. Kecamatan Tunjung Teja tipe A; 

16. Kecamatan Baros tipe A; 

17. Kecamatan Cikeusal tipe A; 

18. Kecamatan Pamarayan tipe A; 

19. Kecamatan Bandung tipe A; 

20. Kecamatan Kopo tipe A; 

21. Kecamatan Jawilan tipe A; 

22. Kecamatan Ciomas tipe A; 

23. Kecamatan Pabuaran tipe A; 

24. Kecamatan Gunungsari tipe A; 

25. Kecamatan Padarincang tipe A; 

26. Kecamatan Anyer tipe A; 

27. Kecamatan Mancak tipe A; 

28. Kecamatan Cinangka tipe A; dan 

29. Kecamatan Lebak Wangi tipe A. 

Pasal 3 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 

fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan 
lebih lanjut dengan peraturan Bupati. 

Pasal 4 …. 
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Pasal 4 

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Bupati 
harus memperhatikan asas : 

a. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; 

b. Efisiensi; 

c. Efektivitas; 

d. Pembagian habis tugas; 

e. Rentang kendali; 

f. Tata kerja yang jelas; 

g. Fleksibilitas. 

BAB III 

PEMBENTUKAN UPT 

Pasal 5 

(1) Pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis 
(UPT). 

(2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. 

Pasal 6 

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah dibidang pendidikan 
berupa satuan pendidikan daerah. 

(2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 
satuan pendidikan formal dan non formal. 

Pasal 7 

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah dibidang kesehatan 

berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat 
sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja 
secara professional. 

(2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 
otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinik 
serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah. 

(3) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin 

oleh Seorang Direktur. 

(4) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin 
oleh Seorang Kepala. 

Pasal 8 

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap 

melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang 
pembentukan UPT yang baru. 

BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 9 

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli; 

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan 

oleh Sekretaris Daerah; 

(3) Ketentuan … 
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(4) Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

(5) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 10 

(1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan 
bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai 
penanggulangan bencana. 

(2) Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, pengisian kepala perangkat 
daerah dan kepala unit kerja dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang 

sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan 
ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan. 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 

a. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang 

kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan 
tata kerja sebelum perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya 

sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan 
urusan pemerintahan umum diundangkan; 

b. Organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah tetap 
berlaku sampai dengan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai 
Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Daerah diundangkan; 

c. Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Serang tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya 
Akademi Keperawatan menjadi Program Studi di Universitas Sultan Agung 
Tirtayasa oleh Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia; 

d. Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana huruf a, huruf 
b dan huruf c, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka : 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2009 tentang Kecamatan 
dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang. 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang; 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang; 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten 
Serang;  

f. Peraturan …. 
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f. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Organisasi Akademi Keperawatan Kabupaten Serang; 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang; 

h. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang. 

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 13 

Peraturan daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-selambatnya 2 

(dua) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini. 

Pasal 14 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. 

 

Ditetapkan di Serang  

pada tanggal 24 November 2016 

             BUPATI SERANG, 

 

 

         RATU TATU CHASANAH 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 24 November 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, 

 

 

LALU ATHARUSSALAM RAIS 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 11 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN ; (11,64/2016)

Ttd/cap 

Ttd/cap 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG 

NOMOR 11 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  

KABUPATEN SERANG 

 

I.    UMUM 

 Dasar utama pembentukan perangkat daerah, yaitu adanya 
urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas 

urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimuat dalam matriks 
pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam Lampiran Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Matrik 
pembagian urusan pemerintahan konkuren tersebut menjadi dasar 
pemerintah daerah dalam menyusun perangkat derahnya, oleh karena itu 

dipastikan setiap daerah akan mempunyai perangkat daerah yang 
berbeda-beda, Sehingga setiap Pemerintah Daerah mempunyai perangkat 
daerahnya akan tidak sama/berbeda-beda sesuai dengan urusan 

pemerintahan tersebut. Arah kebijakan pembentukan dan penataan 
susunan perangkat daerah dalam peraturan daerah ini diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan, pembangunan dan peran serta masyarakat 
sesuai dengan visi misi Kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Serang 

Tahun 2016 - 2021. 

 Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Serang 
dalam membentuk perangkat daerahnya mempertimbangkan faktor luas 
wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran 

beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada 
Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah 
melalui Perangkat Daerah. Oleh karena itu perangkat daerah yang 

terbentuk terbagi dalam 3 (tiga) tipelogi yaitu A, B dan C. Tipelogi tersebut 
ditentukan berdasrakan pada hasil pemetaan ursan pemerintahan antara 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota).  

   

II. PASAL DEMI PASAL 

  

 Pasal 1 

   Cukup Jelas 

 Pasal 2 

  Cukup Jelas 

 Pasal 3  

  Cukup Jelas 

 

 Pasal 4 ………….. 
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 Pasal 4 

  Cukup Jelas 

 Pasal 5 

  Cukup Jelas 

 Pasal 6 

  Cukup Jelas 

 Pasal 7 

  Cukup Jelas 

 Pasal 8 

  Cukup Jelas 

 Pasal 9 

  Cukup Jelas 

 Pasal 10 

  Cukup Jelas 

 Pasal 11 

  Cukup Jelas 

 Pasal 12 

  Cukup Jelas 

 Pasal 13 

  Cukup Jelas 

 Pasal 14 

   Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 44 


